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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11/PMK.04/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF  

BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU 

KESEPAKATAN INTERNASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Memorandum Saling 

Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi 

Perdagangan untuk Produk Tertentu yang berasal dari 

Wilayah Palestina (Memorandum of Understanding 

between The Government of The Republic of Indonesia and 

The Government of The State of Palestine on Trade 

Facilitation for Certain Products Originating from 

Palestinian Territories) yang telah diratifikasi dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2018, perlu menetapkan tata cara pengenaan tarif bea 

masuk atas barang impor berupa produk tertentu dari 

wilayah Palestina; 

b. bahwa untuk melaksanakan First Protocol to Amend the 

Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand 

Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap 
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Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas 

ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah diratifikasi 

dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018, 

perlu melakukan penyempurnaan terhadap tata cara 

pengenaan tarif bea masuk atas barang impor 

berdasarkan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-

New-Zealand Free Trade Area; 

c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea 

masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau 

kesepakatan internasional telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang 

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor 

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara 

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor 

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; 

 

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1995 nomor 75 Tambahan lembaran negara nomor 

3612); 

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2018 tentang Memorandum Saling Pengertian antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara 

Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk 
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Tertentu yang berasal dari Wilayah Palestina 

(Memorandum of Understanding between The Government 

of The Republic of Indonesia and The Government of The 

State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products 

Originating from Palestinian Territories) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58); 

c. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang 

Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement 

Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade 

Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan 

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-

Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 202); 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1980); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF 

BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN 

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif 

Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau 

Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1980), diubah sebagai berikut:  
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1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan.  

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang 

udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang 

di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.  

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-

batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, 

atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas 

barang yang sepenuhnya berada di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

4. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 

selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari 

Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea 

masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan cukai.  

5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 

dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan 

Undang-Undang Kepabeanan. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai.  

7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam 
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jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

8. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya 

disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau 

kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea 

masuk. 

9. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat 

PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar 

Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari 

tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 

dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam 

jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 

10. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya 

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain 

Kawasan Bebas dan TPB. 

11. Importir adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang melakukan kegiatan memasukkan 

barang ke dalam Daerah Pabean. 

12. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:  

a. penyelenggara kawasan berikat sekaligus 

pengusaha kawasan berikat;  

b. pengusaha di kawasan berikat merangkap 

penyelenggara di kawasan berikat;  

c. penyelenggara gudang berikat sekaligus 

pengusaha gudang berikat; atau 

d. pengusaha di gudang berikat merangkap 

penyelenggara di gudang berikat.  

13. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:  

a. penyelenggara PLB;  

b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; 

atau  

c. pengusaha di PLB merangkap sebagai 

penyelenggara di PLB. 

14. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan internasional yang 
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